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PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : .?‘OTAHUN 2016

TENTANG

= SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
| KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Yenimbang - a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah

- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah perlu ditetapkan
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ©
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah perlu ditetapkan Petunjuk
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka
sistem dan prosedur serta petunjuk teknis
tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

& Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5429);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);
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Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara Tahun 2014 Nomor 118);

30. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014
tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 2)

33. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 51
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita

. Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun

v _ 2015 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

_'ﬁenetapkan . PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG
' SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
=rzh adalah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

~erintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

: Daerah adalah Bupati dalam hal ini adalah Bupati Musi
ras Utara
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d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, ,
dan penghapusan barang milik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah
disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi barang milik daerah:;

8 melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan
yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui
Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf g; |

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian
atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

J. menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
Pasal 7
1} Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna BMD.
- Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

{: melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang

- berada dalam penguasaannya;

z% menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan

- fungsi SKPD yang dipimpinnya;

- mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada

dalam penguasaannya;
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f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan;

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang  tidak digunakan  untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui
Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik

daerah;

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas

penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya,

dan

menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna

semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada

_ dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

{4) Pengadaan barang yang bersifat teknis dilaksanakan oleh SKPD yang

bersangkutan.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah

Pasal 8

j Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

 Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa
- Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada
~ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola,
beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan
 pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 9

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna
Sarang.
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a.

{(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:

menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik
daerah pada Pengguna Barang;

meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan
barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya
yang sah;

meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang
Pembantu,

menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah-
tanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik
daerah;

meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang
Pembantu;

memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPE)
dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB)
untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang
penyimpanan;

meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap
semester dan setiap tahun;

melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas
perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
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k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang
Pembantu.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengelola

Pasal 10

(1) Pengurus Barang Pengelola dite'tapkan oleh Bupati atas usul Pejabat
Penatausahaan Barang.

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan Barang Milik
Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam penyusunan rencana Kkebutuhan Barang

Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan

persetujuan dalam  penyusunan rencana  kebutuhan

pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat

Penatausahaan Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan

persetujuan Bupati;

meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,

pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai

bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang
dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna

Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak

dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola

Barang;

menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

menyimpan salinan dokumen Laporan Barang

T e e T srmes Dawmrrrmima Rararmos
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h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang milik daerah; dan

merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna
semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola

sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

. Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus
Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang
Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan
tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pengguna

Pasal 11

Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul

Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

| berwenang dan bertanggungjawab:

2. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan

perolehan lainnya yang sah;

- melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada
- Pengguna Barang;
menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
‘menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa
‘tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan wuntuk

kepentinean penvelengoaraan tiioas dan fimaci Danamina Dasan~
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Dalam daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak
lain.
Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 471
Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
alam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi
. bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola
g paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 472
la Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah berupa

1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 473

sa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa
2guna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan
disampaikan kepada Pengguna Barang.

na Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna
{es_tcran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran

barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
an sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk
ikan kepada Pengelola barang.

Pasal 474

ola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola

eran dan laporan barang Pengelola tahunan.
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semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) serta laporan barang Pengelola

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan

laporan barang milik dacrah,

Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah
daerah.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAW,
T ~- PR

et

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 475
melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan
kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 476
dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan

22 Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau

Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 477
» Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
5, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,

» dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di
“Zuasaannya.

-

beémantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud
{1} untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa
Barang .

Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta
SErRsA? milerm pemerintaf untuk melakukan audit

hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana
* &yvat (1) dan ayat (2).
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Pasal 505
Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/
pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah
~diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan
| peraturan perundang-undangan.
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 506
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
laan barang Daerah  sepanjang belum diganti dan tidak
‘angan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 507

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
dakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya
pandang perlu.
2p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Utara.
Ditetapkan di : Muara Rupit
pada tanggal :07’ APRIL 2016
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